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PENDATAAN KSJPS MINIMAL DUA TAHUN SEKALI

Pemegang KMS 2022 Tak Ada Perubahan

Merujuk Perwal 12/2020 ter-

kait pedoman pendataan pen-

duduk KSJPS, disebutkan da-

lam pasal 3 bahwa pendataan

dapat dilakukan minimal dua

tahun sekali kecuali untuk kon-

disi tertentu seperti bencana.

”Kami memang tidak melaku-

kan pendataan ulang untuk war-

ga miskin pada tahun ini karena

di dalam regulasi masih memu-

ngkinkan menggunakan data

tahun sebelumnya,” jelas Kepala

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi (Dinsosnaker-

trans) Kota Yogya Maryustion

Tonang, Jumat (10/12).

Dinsosnakertrans Kota Yogya

terakhir kali melakukan pen-

dataan KSJPS ialah tahun

2020. Hasil pendataan tersebut

menjadi dasar kebijakan jaring

pengaman sosial dalam bentuk

KMS tahun 2021. Pemegang

KMS tahun ini untuk kategori

miskin dan rentan miskin

berjumlah 15.584 kepala kelu-

arga (KK) atau 48.269 jiwa.

Angka tersebut meningkat 8,53

persen dibandingkan dengan

data 2020.

Oleh karena itu, karena tahun

ini tidak dilakukan pendataan

ulang KSJPS maka pemegang

KMS tahun 2022 pun tidak akan

mengalami perubahan. ”Pene-

rima KMS tahun depan maksi-

mal sama dengan tahun ini.

Bahkan bisa berkurang karena

bisa jadi ada yang meninggal-

dunia atau pindah domisili. Yang

pasti, tidak ada penambahan

atau perubahan data,” imbuh

Maryustion.

Selain itu, jika di dalam kelu-

arga KSJPS terdapat tambahan

anggota keluarga seperti bayi

yang baru lahir, maka anggota

keluarga baru tersebut tidak da-

pat masuk dalam data KSJPS.

Pada tahun depan pendataan

ulang KSJPS juga belum tentu

akan dilakukan karena masih

melihat kondisi serta hasil ka-

jian.

Kendati demikian, Pemkot te-

rus berupaya agar hasil pen-

dataan KSJPS dapat terinte-

grasi seluruhnya dengan Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS) dari Kementerian So-

sial. Sejauh ini jumlah DTKS se-

lalu lebih besar dibanding hasil

pendataan KSJPS. Namun

demikian, baru 98 persen pe-

megang KMS yang masuk dalam

DTKS. 

”Sisanya dua persen itu masih

terus kami usulkan agar bisa

masuk ke DTKS. Ketika sudah

satu data maka intervensi pro-

gram pemberdayaan bisa lebih

mudah dan tidak tumpang tin-

dih,” urainya. (Dhi)-f

Sultan Serahkan 25 Ribu Sertipikat Tanah PTSL
YOGYA (KR) - Tanah sebagai

entitas keistimewaan yang ber-

pondasi pada aspek budaya.

Untuk itu Pemda DIY mendukung

sebagai penguatan hak rakyat

atas tanah berdasarkan prasyarat

kearifan lokal yang melingkupinya

di mana filosofi Hamemayu

Hayuning Bawono. Yaitu men-

dukung terwujudnya pemanfatan

tanah secara harmonis, sesuai

konsep pelestarian lingkungan,

dan mampu meningkatkan kese-

jahteraan masyarakatnya.

”Penyerahan sertipikat tanah

merupakan bentuk kehadiran ne-

gara dan komitmen pemerintah.

Terutama untuk memberikan

kepastian hukum hak atas tanah

kepada pemiliknya. Sehingga

program Pendaftaran Tanah Sis-

tematis Lengkap (PTSL) diharap-

kan dapat mewujudkan pemba-

ngunan yang merata bagi Indo-

nesia. Serta mempermudah bagi

pemerintah daerah untuk  mela-

kukan penataan di daerah,” kata

Gubernur DIY Sri Sultan Ha-

mengku Buwana X, ketika me-

nyerahkan Sertipikat Tanah

Untuk Rakyat melalui Program

Prioritas Nasional berupa Perce-

patan Pendaftaran Tanah Siste-

matis Lengkap (PTSL) Tahun

2021, di Gedung Pracimosono,

Kompleks Kepatihan, Jumat

(10/12).

Kegiatan tersebut dilaksana-

kan bersamaan dengan Penye-

rahan Sertipikat Tanah melalui

program yang sama di Provinsi

Sulawesi Barat dan dihadiri se-

cara daring oleh Menteri ATR/-

Kepala BPN Dr Sofyan Jalil. 

Sultan memberikan apresiasi

kepada Kementerian Agraria dan

Tata Tuang RI, Kantor Wilayah

dan Kantor Pertanahan se-DIY

beserta Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang DIY yang telah ber-

sinergi dan bekerja cermat dan

cepat. Sehingga program tersebut

bisa dilaksanakan dengan baik

dan tepat waktu.

”Saya percaya bahwa PTSL da-

pat mendukung percepatan dan

pemulihan ekonomi serta mem-

berikan stimulus bagi masyara-

kat. Khususnya pelaku UMKM

dan unsur lainnya,” ujar Sultan.

Plt Kepala Kanwil BPN DIY

Suwito menjelaskan, luas wila-

yah DIY 3186 kilometer persegi

dengan luas bidang tanah se-

banyak 2.288.949. Luas bidang

tanah di DIY yang telah terdaftar

sebanyak 2.347.027 atau 96

persen dan sebanyak 2.629.126

bidang telah tersertifikasi. 

”Kami telah dapat menyele-

saikan pembuatan sertipikat ta-

nah gratis melalui program Pen-

daftaran Tanah Sistem Lengkap

(PTSL) lebih dari 58 ribu ser-

tipikat hingga 2021 ini. Dari jum-

lah tersebut, sebanyak 25 ribu

sertipikat untuk masyakarat DIY

diserahkan Gubernur DIY disak-

sikan Menteri ATR/epala BPN,”

ungkapnya.

Sedangkan Sofyan A Djalil,

dalam kesempatan tersebut se-

cara virtual menyatakan tujuan

pembuatan sertipikat bagi hak

atas tanah adalah untuk mem-

berikan kepastian hukum bagi

masyarakat. Sebab semakin ma-

ju suatu daerah akan semakin

maju pula penataan ekonominya,

semakin kebutuhannya dan akan

diikuti adanya sengketa tanah

tersebut.

”Oleh karena itu, sebelum sen-

gketa itu terjadi maka daftarkan-

lah tanah tersebut di BPN untuk

dibuatkan sertipikatnya. Dengan

sertipikat tanah tersebut dapat

mendukung kemajuan maupun

pertumbuhan perekonomian ma-

syarakat,” imbuhnya.  (Ria/Ira)-f

Tinggi, Persaingan Usaha
Pertanian di DIY

YOGYA (KR) - Berda-

sarkan hasil analisa Kan-

tor Pengawas Persaingan

Usaha (KPPU) RI Wila-

yah VII DIY-Jateng, sek-

tor pertanian mendomi-

nasi persaingan usaha di

DIY-Jateng. Semakin ba-

nyak pelaku, menjadikan

persaingan menjadi se-

makin kompetitif.

Berdasarkan kerangka

pengukuran indeks per-

saingan usaha berdasar-

kan persepsi, secara rata-

rata di DIY-Jateng ter-

tinggi di sektor regulasi.

Baik kebijakan daerah

maupun peraturan da-

erah dipersepsikan cukup

tinggi. Sedangkan yang

paling rendah adalah ki-

nerja, termasuk efisiensi

harga dan yang lain.

”Di sinilah kami dari

KPPU akan mencoba ber-

kolaborasi dengan Pemda

DIY, bahwasanya sektor

regulasi ini perlu diting-

katkan. Agar pengukuran

di tahun depan akan se-

makin lebih bagus dan

merata,” ujar Kepala Kan-

wil VII KPPU DIY-Jateng

M Hendry Setyawan

dalam Forum Jurnalis ter-

kait Indeks Persaingan

Usaha Tahun 2021 di kan-

tor KPPU, Jumat (10/12).

Ketika disinggung apa-

kah ada persaingan usaha

di sektor perhotelan di

DIY mengingat tingginya

jumlah, Hendry mengung-

kapkan ada dua konsep.

Di dalam pasar dan ma-

suk ke dalam. Persaingan

masuk ke dalam pasar, di-

contohkan orang berkom-

petisi terlebih dahulu di

luar. Jika sudah sudah

memenangkan akan me-

monopoli sektor tersebut.

Seperti tender dan beauty

contest. Orang bersaingan

dulu, bagus-bagusan di

penawaran. Jika sudah di-

tunjuk akan memonopoli.

Seperti bangun jembatan,

gedung dan yang lain.

Untuk persaingan di da-

lam pasar, persaingan ter-

jadi terus menerus.

”‹ntuk hotel itu percam-

puran antara keduanya.

Masuk ke dalam pasar

karena ada faktor periz-

inan. Ada juga faktor per-

saingan di pasar, karena

mereka bersaing dengan

pengelola hotel yang su-

dah ada. Dalam konteks

seperti ini, dari KPPU

lebih mengarahkan ke ke-

bijakan. Bagaimana pem-

da/kota yang memiliki ke-

wenangan untuk meng-

atur tentang proses periz-

inan. Karena konsep pela-

ku usaha itu selalu ketika

ada kesempatan akan ma-

suk,” jelasnya.

Pemerintah juga ada

konsep perlindungan. Ja-

ngan sampai pelaku usa-

ha yang sudah ada de-

ngan semakin bertumpuk,

justru berguguran. Ini

harus seimbang. Jangan

sampai pemerintah meng-

hambat masuk investor, di

sisi lain harus melindungi

yang sudah ada.   (Awh)-f

YOGYA (KR) - Pemegang Kartu Menuju Sejahtera

(KMS) pada tahun 2022 mendatang tidak akan meng-

alami perubahan atau sama dengan tahun ini. Hal

tersebut karena Pemkot Yogya tahun ini tidak melaku-

kan pendataan ulang Keluarga Sasaran Jaminan

Perlindungan Sosial (KSJPS).

USAI TERTUNDAAKIBAT PANDEMI

Calon Transmigran Kota Yogya Bakal Diberangkatkan
YOGYA (KR) - Pada tahun ini calon

transmigran dari Kota Yogya maupun

daerah lain bakal diberangkatkan ke

daerah tujuan. Total ada lima kepala

keluarga (KK) yang sudah terdaftar dan

statusnya siap untuk berangkat.

Kepala Seksi Penempatan Perluasan

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(Dinsosnakertrans) Kota Yogya Su-

narto, menjelaskan pemberangkatan

calon transmigran tersebut direncana-

kan pada pertengahan bulan ini. ”Kami

masih menunggu kepastian tanggal

pemberangkatan ke daerah tujuan dari

pusat. Namun diperkirakan pada

pertengahan Desember sudah bisa dib-

erangkatkan,” katanya, Jumat (10/12).

Menurutnya, sebanyak lima KK¬

calon transmigran asal Kota Yogya

tersebut seluruhnya adalah calon trans-

migran yang seharusnya diberang-

katkan pada 2020. Akan tetapi pemerin-

tah pusat memutuskan tidak ada pem-

berangkatan transmigran pada tahun

lalu karena masih dalam kondisi pande-

mi Covid-19.

Sementara penempatan seluruh calon

transmigran asal Kota Yogya ditetap-

kan di Kabupaten Kapuas Kalimantan

Tengah. Di lokasi tersebut juga akan

ditempatkan transmigran dari Jawa

Barat dan Jawa Timur dengan total

transmigran yang akan menemapti

berjumlah 21 KK. ”Kami sudah melaku-

kan survei ke lokasi tujuan dan di-

pastikan kondisi lokasi penempatan su-

dah siap ditempati saat transmigran

diberangkatkan,” imbuh Sunarto.

Selain itu pada Agustus lalu seluruh

transmigran dari Kota Yogya juga sudah

menjalani berbagai pelatihan. Khusus-

nya latihan bidang pertanian, perke-

bunan, dan perikanan sehingga dapat di-

jadikan bekal untuk memulai hidup di

daerah yang baru. Apalagi sebagian besar

calon transmigran tersebut sebelumnya

berprofesi sebagai buruh.

Seluruh transmigran akan mendapat

jaminan hidup dari Pemerintah Ka-

bupaten Kapuas selama 1,5 tahun dan

mendapat lahan seluas dua hektare un-

tuk diolah. ”Sambil menunggu pembe-

rangkatan, kami rutin memantau kon-

disi calon transmigran dari kesehatan

hingga memastikan mereka tetap me-

miliki motivasi yang kuat untuk dib-

erangkatkan,” jelasnya.

Sementara pendaftaran untuk calon

transmigran pada tahun 2022 saat ini

juga sudah dibuka oleh Dinsosna-

kertrans. Namun demikian belum ada

keputusan terkait jumlah kuota untuk

Kota Yogya dan daerah tujuan transmi-

grasi. Hanya program transmigrasi di-

lakukan secara sukarela. Oleh karena

itu saat mendaftar tidak ada unsur

memaksa transmigran untuk mau dib-

erangkatkan ke lokasi mana pun yang

ada. (Dhi)-f
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